
GUBERNUR SUMATERA SELATAN 
PERATURAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN 

NOMOR 11 TAHUN 2024 

TENTANG 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 13 TAHUN 2021 
TENTANG PEDOMAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PADA SEKOLAH 

MENENGAH ATAS, SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN DAN 
SATUAN PENDIDIKAN KHUSUS 

Menimbang 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

GUBERNUR SUMATERA SELATAN, 

a. bahwa dengan ditetapkannya Keputusan Sekretaris 
Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, 
Riset, dan Teknologi Nomor 47 /M/2023 tentang 
Pedoman Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendidikan 
dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang 
Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak 
Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, 
Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah 
Kejuruan, perlu diadakan perubahan terhadap 
Peraturan Gubernur Nomor 13 Tahun 2021 tentang 
Pedoman Penerimaan Peserta Didik Baru Pada 
Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah 
Kejuruan dan Satuan Pendidikan Khusus; 

b. bahwa berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan 
Penerimaan Peserta Didik Baru oleh lnspektorat J enderal 
Kementerian Pendidikan, Kebuayaan, Riset, dan Teknologi 
Republik Indonesia, lnspektorat Daerah Provinsi Sumatera 
Selatan, dan Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan 
Provinsi Sumatera Selatan, beberapa ketentuan dalam 
Peraturan Gubemur Nomor 13 Tahun 2021 tentang 
Pedoman Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Sekolah 
Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan dan Satuan 
Pendidikan Khusus tidak sesuai dengan ketentuan 
Peraturan Perundang-undangan yang berlaku; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan 
Gubernur tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur 
Nomor 13 Tahun 2021 tentang Pedoman Penerimaan 
Peserta Didik Baru Pada Sekolah Menengah Atas, Sekolah 
Menengah Kejuruan dan Satuan Pendidikan Khusus; 
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1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem 

Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4301); 

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah 
beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang 
Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan 
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 
2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 
41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
6856); 

4. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang 
Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2008 Nomor 91) sebagaimana telah 
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 
2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 
48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 121, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
6793); 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang 
Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas 
Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang 

Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5157); 
6. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang 

Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana telah 
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 
tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 
Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 
14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
6762); 
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7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 

Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada 

Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah 

Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah 

Kejuruan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 

Nomor 6); 

8. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2019 tentang 

Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Provinsi 

Sumatera Selatan Tahun 2019 Nomor 8); 

9. Peraturan Gubernur Nomor 13 Tahun 2021 tentang 

Pedoman Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Sekolah 

Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan dan Satuan 

Pendidikan Khusus (Berita Daerah Provinsi Sumatera 

Selatan Tahun 2021 Nomor 13); 

10. Peraturan Gubernur Nomor 12 Tahun 2022 tentang 

Pendanaan Pendidikan di Provinsi Sumatera Selatan (Berita 

Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2022 Nomor 12); 

MEMUTUSKAN : 
PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS 
PERATURAN GUBERNUR NOMOR NOMOR 13 TAHUN 2021 
TENTANG PEDOMAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU 
PADA SEKOLAH MENENGAH ATAS,SEKOLAH MENENGAH 
KEJURUAN DAN SATUAN PENDIDIKAN KHUSUS. 

Pasal I 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Nomor 13 

Tahun 2021 tentang Pedoman Penerimaan Peserta Didik Baru 

Pada Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan 

dan Satuan Pendidikan Khusus diubah sebagai berikut: 

1. Ketentuan angka 12, angka 13 angka 14, angka 15 dan 

angka 16 Pasal 1 diubah, di antara angka 13 dan angka 

14 disisipkan 1 (satu) angka, yakni angka 13a serta 

ketentuan angka 21, angka 22 dan angka 23 dihapus, 

sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut: 

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan: 

1. Kementerian adalah kementerian yang 

menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang 

Pendidikan. 

2. Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan 

pemerintahan urusan bidang Pendidikan. 

3. Provinsi adalah Provinsi Sumatera Selatan. 

4. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi 

Sumatera Selatan. 
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5. Gubernur adalah Gubemur Sumatera Selatan. 

6 . Dinas Pendidikan yang selanjutnya disebut Dinas 

adalah Dinas Pendidikan Provinsi yang bertanggung 

jawab dalam penyelenggaraan urusan pendidikan 

Provinsi Sumatera Selatan. 

7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Provinsi 

Sumatera Selatan. 

8. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di Provinsi 

Sumatera Selatan. 

9. Madrasah Tsanawiyah, yang selanjutnya disingkat 

MTs, adalah satuan pendidikan formal yang 

menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang 

pendidikan dasar yang diselenggarakan dan berada di 

bawah koordinasi Kementrian Agama Republik 

Indonesia. 

10. Sekolah Menengah Atas, yang selanjutnya disingkat 

SMA adalah satuan pendidikan formal yang 

menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang 

pendidikan menengah sebagai lanjutan dari satuan 

pendidikan SMP, MTs, atau bentuk lain yang sederajat. 

11. Sekolah Menengah Kejuruan, yang selanjutnya 

disingkat SMK adalah satuan pendidikan formal yang 

menyelenggarakan pendidikan kejuruan pada jenjang 

pendidikan menengah sebagai lanjutan dari satuan 

pendidikan SMP, MTs, atau bentuk lain yang sederajat. 

12. Sekolah Berasrama adalah satuan pendidikan yang 

seluruh peserta didiknya tinggal di asrama pada 

lingkungan sekolah. 

13. Pendidikan khusus adalah pendidikan bagi peserta 

didik yang memiliki tingkat kesulitan dalam mengikuti 

proses pembelajaran karena kelainan fisik, emosional, 

mental, sosial, dan/atau memiliki potensi kecerdasan 

dan bakat istimewa di Provinsi Sumatera Selatan, yaitu 

Sekolah Luar Biasa (SLB) dan Sekolah Olahraga Negeri 

Sriwijaya (SONS). 

13a. Pendidikan layanan khusus adalah pendidikan bagi 

peserta didik di daerah terpencil atau terbelakang, 

masyarakat adat yang terpencil, dan/ atau mengalami 

bencana alam, bencana sosial, dan tidak mampu dari 

segi ekonomi di Provinsi Sumatera Selatan, yaitu SMA 

Negeri Sumatera Selatan. 
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14. Penerimaan Peserta Didik Baru., yang selanjutnya 
disingkat PPDB, adalah kegiatan pada SMA, SMK, dan 
SLB yang dilakukan pada saat akan mengawali tahun 
ajaran baru sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan. 

15. Rombongan belajar yang selanjutnya disingkat dengan 
rombel adalah kelompok peserta didik yang terdaftar 
pada satuan kelas dalam satu satuan pendidikan. 
Rombel identik dengan banyaknya kelas dalam suatu 
sekolah/ madrasah. 

16. Calon Peserta Didik Baru yang selanjutnya disingkat 
CPDB adalah Calon Peserta Didik Baru. yang akan 
diterima pada SMA, SMK, atau SLB dengan memenuhi 
kriteria, persyaratan dan ketentuan sesuai jenis satuan 
pendidikan yang dituju. 

1 7. Zonasi adalah jalur yang diperuntukkan bagi peserta 
didik yang berdomisili terdekat di dalam wilayah zonasi 
yang ditetapkan Pemerintah Provinsi untuk memasuki 
sekolah tertentu. 

18. Afirmasi adalah jalur yang diperuntukkan bagi peserta 
didik yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu 
dan penyandang disabilitas. 

19. Jalur Perpindahan Tugas Orang Tua/Wali adalah jalur 
yang dibuktikan dengan surat penugasan dari instansi, 
lembaga, kantor, perusahaan yang memperkerjakan 
atau surat keterangan dari Pejabat Pemerintah yang 
berwenang. 

20. Jalur Prestasi adalah jalur yang ditentukan 
berdasarkan peringkat nilai rapor dan/ atau prestasi 
dibidang akademik maupun non akademik pada 
tingkat internasional, tingkat nasional, tingkat 
provinsi, dan/ atau tingkat kabupaten/Kota, antara 
lain pemenang lomba olimpiade sains, olahraga. 

21. Dihapus 
22. Dihapus 
23. Dihapus 

2. Ketentuan Pasal 3 ayat (1) diubah sehingga berbunyi 
sebagai berikut: 

Pasal 3 

(1) Persyaratan calon peserta PPDB meliputi: 
a. berusia paling tinggi 21 (dua puluh satu) tahun 

pada tanggal 1 Juli tahun berjalan; dan 
b. telah menyelesaikan kelas 9 (sembilan) SMP atau 

bentuk lain yang sederajat. 
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3. Diantara Pasal 8 dan Pasal 9 disisipkan 1 (satu) Pasal, 
yakni Pasal 8B sehingga berbunyi sebagai berikut: 

Pasal 8B 

(1) Jalur Zonasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 
ayat (1) huruf a dibuktikan dengan Kartu Keluarga 
yang diterbitkan paling singkat 1 (satu) tahun sebelum 
tanggal pendaftaran PPDB. 

(2) CPDB jalur afirmasi sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 8 ayat (1) huruf b wajib menyertakan: 
a. bukti keikutsertaan calon peserta didik baru yang 

berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu yang 
dapat digunakan antara lain: 
1) Kartu Program Indonesia Pintar (PIP) yang 

diterbitkan oleh Kementerian dan terdata dalam 
Dapodik; 

2) Kartu Peserta Program Keluarga Harapan (PKH) 
yang diterbitkan oleh kementerian yang 
menyelenggarakan urusan pemerintahan di 
bidang sosial dan terdata dalam Data Terpadu 
Kesejahteraan Sosial (DTKS) Dinas Sosial; atau 

3) bukti keikutsertaan program penanganan 
keluarga tidak mampu lainnya yang diterbitkan 
oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah 
Provinsi. 

b. Data keluarga ekonomi tidak mampu tidak boleh 
menggunakan data Kartu Indonesia Sehat (KIS) dan 
Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM). 

c. Bagi calon peserta didik penyandang disabilitas 
dibuktikan dengan: 
1) surat keterangan dari dokter dan/atau dokter 

spesialis; 
2) surat keterangan dari psikolog; dan/ atau 
3) Kartu penyandang disabilitas yang dikeluarkan 

oleh kementerian yang menyelenggarakan 
urusan pemerintahan di bidang sosial .. 

(3) Jalur Perpindahan tugas orang tua/wali sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 8 ayat ( 1) huruf c diprioritaskan 
pada jarak tempat tinggal CPDB yang terdekat dengan 
Satuan Pendidikan. 

(4) Jalur Prestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 
ayat ( 1) huruf d ditentukan berdasarkan: 
a. nilai rapor yang dilampirkan dengan surat 

keterangan peringkat nilai rapor peserta didik dari 
sekolah asal; dan/ atau 

b. prestasi di bidang akademik maupun non­
akademik. 

(5) Bukti atas prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat 
(4) diterbitkan paling singkat 6 (enam) bulan dan 
paling lama 3 (tiga) tahun sebelum tanggal 
pendaftaran. 
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4. Ketentuan Pasal 9 ayat (1) diubah sehingga berbunyi 
sebagai berikut: 

Pasal9 

(1) Ketentuan mengenai jalur Pendaftaran PPDB 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dikecualikan 
untuk sekolah sebagai berikut: 
a. SMK; 
b. Satuan Pendidikan kerja sama; 
c. Sekolah Indonesia di luar negeri; 
d. Sekolah yang menyelenggarakan pendidikan 

khusus; 
e. Sekolah yang menyelenggarakan pendidikan 

layanan khusus; 
f. Sekolah berasrama; 
g. Sekolah di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar; 

dan 
h. Sekolah didaerah yang jumlah penduduk usia 

sekolah tidak dapat memenuhi ketentuan jumlah 
peserta didik dalam 1 (satu) rombel. 

5. Ketentuan Pasal 11 diubah sehingga berbunyi sebagai 
berikut: 

Pasal 11 

(1) Pelaksanaan PPDB sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 10 dimulai dari tahap: 
a. publikasi pengumuman pendaftaran melalui papan 

pengumuman sekolah, media massa, laman, 
jejaring sosial atau sosialisasi ke SMP /MTs; 

b. pendaftaran dan verifikasi data; 
c. seleksi sesuai dengan jalur pendaftaran; 
d. pengumuman kelulusan CPDB; dan 
e. daftar ulang. 

(2) Pengumuman pendaftaran CPDB sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) huruf a, paling sedikit memuat 
informasi sebagai berikut: 
a. persyaratan CPDB sesuai dengan jenjangnya; 
b. tanggal pendaftaran; 
c. jalur pendaftaran yang terdiri dari jalur zonasi, 

jalur afirmasi, Jalur Perpindahan tugas orang 
tua/wali, dan Jalur Prestasi; 

d. jumlah daya tampung yang tersedia pada kelas 10 
(sepuluh) SMA atau SMK sesuai dengan data 
rombel dalam Dapodik; dan 

e. tanggal penetapan pengumuman hasil proses 
seleksi PPDB. 

(3) Pendaftaran dan verifikasi sebagaimana dimaksud 
pada ayat ( 1) huruf b dilaksanakan dengan 
menggunakan mekanisme daring. 
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(4) Dalam hal tidak tersedia fasilitas jaringan dalam 
pendaftaran dan _ verifi.kasi se bagaimana dimaksud 
pada ayat (3) maka dilaksanakan melalui mekanisme 
luar jaringan (luring) dengan melampirkan fotokopi 
dokumen yang dibutuhkan sesuai dengan persyaratan. 

(5) Penetapan kelulusan CPDB ditandatangani oleh Kepala 
Sekolah dan Kepala Bidang SMA dan/ atau Kepala 
Bidang SMK Dinas. 

(6) Bagi calon peserta didik yang dinyatakan lulus wajib 
melakukan daftar ulang. 

Peraturan Gubernur 
diundangkan. 

1n1 

Pasal II 

mulai berlaku pada tanggal 

Agar setiap 
pengundangan 
penempatannya 
Selatan. 

Diundangkan di Palembang 

pada tanggal 2 Acustua 2 24' 
fj.SEKRETARI AERAH 

PROVINS! SUM ERA SELATAN, 

orang mengetahuinya, memerintahkan 
Peraturan Gubemur 1n1 dengan 

dalam Berita Daerah Provinsi Sumatera 

Ditetapkan di Pale bang 

pada tanggal 2 st us 2124, 
Pj. GUBERNU .1,«i:::~~ SELATAN, 

ELEN SETIADI 

BERITA DAERAH PROVINS! SUMATERA SELATAN TAHUN 2024 NOMOR 11 


